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PERA'I'URAN DAERAH KABUPA’I‘EN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG"
 PAJAK AIR TANAH
 DENGAN RAHMAT ’I‘UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

Menimbang- - a. bahwa' berdasarkan Pasal 2 ayat (2)
huruf h Undang-Undang Nomor 28

. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

‘Retribusi Daerah, maka Pajak Air

Tanah merupakan jenis Pajak Dacrah;

b. bahwa untuk memungut Pajak

" sebagaimana dimaksud huruf a diatas,

‘maka © perlu " ditetapkan  dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat- - : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
‘ 1959 tentang Pembentukan Daerah-
"Daerah Tingkat II di Sulawesi

P ‘ {Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822} ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003  tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 4286); '

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
.Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437).. .sebagaimana. telah
diubah terakhir- dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008
- tentang Perubahan Kedua atas
~ Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia

© Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia
" Nomor: 4844)

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
“ " gitara Pemerintah  Pusat . dan

o ‘:’?-;{*"“:Pemenntahan' "< Dacrah . (Lembaran
B Negara ‘R ’ubhk Indonesia Tahun

126, Tambahan

" Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 4438,

Y .:':Undang-Undang ‘Nomor 28 Tahun

A

" Pajak  Daerzh dan

"‘Retl‘lbUSI Daerah ‘(Lembaran Negara
. "Republik. - Indonesta Tahun 2009
““_,j:f,_Nomor 130, ' Tambahan Lembaran
" Neégara Repubhk Indonesia Nomor

5049); "

:-:TPeratura;n Pemenntah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara

fiRepubhk Indonesla Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran

Negara Repubhlc Indonesia Nomor

LoasTRy

Peraturén Pemenntah Nomor 38
.. Tahun 2007 tentang Pembagian
.. Urusan~~  Pemerintahan antara

Penterintah, . -Pemerintahan Daerah

N ‘Provinsi dan Pemerintahan Dacrah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik - Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, .Tambahan ILembaran
- Negara “Republik Indones;a Nomor
4737); - -

10. Peraturan ‘Pemenntah Nomor 43
< Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor- 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
pemungutan  Pajak  Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

12. Keputusan Menteri  Energi Sumber
Daya Mineral Nomor : 1451
K/10/MEM 2000 tentang Pedoman
Teknis ~  Penyelenggaraan  tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Air Bawah Tanah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemenntah Kabupaten
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan-
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TENTANG
PAJAK AIR TANAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa. |

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah. :

4. Bupati adalah Bupati Gowa.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tigas tertentu di
‘bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang betlaku.



6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa
dengan persetujuan bersama Bupati Gowa.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa.

8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa,

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang “pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan ~ Undang-Undang, dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan daerah  bagj sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

10. Badan  adalah  sekumpulan orang/modal  yang
merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun,  Persekutuan, Perkumpulan,  Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, _atau
organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha

Cteap | o

I1.Pajak ‘Air Tanah adalah _pajak atas pengambilan
dan/atan pemanfaatan air tanah.

12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah

. atau batuan di bawah permukaan tanah, '

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

- dapat dikenakan pajak.

14, Objek pajak air tanah adalah pengambilan atan

pemanfaatan air tanah.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi

ayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajal§

Srznrrg)nzemgujnyaiphak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan pe;paqakan
ang berlaku.

16. )I\I/Iasga Pajak adalah jangka xyaktu 1 gsatu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling 1‘ama‘ 3 (tlggf-l) bula.fl kalendtc;;
yang menjadi dasar bagi wajib paja}c un
menghitung/menyetor dan melaporkan pajak yang

. terutang..

17. Tahun gPéjak adalah jangka wa_ktu yang lgmaaya.allc
(satu) tahun kalender kecuali ‘.blla -wajib  paj
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

un kalender. L .

18. t;ijl'ak yang terutang adalah paj'ak yang harus dlbgﬁr
pada suatu saat, dalam masa pajak, c-lalam tahun pajak,
atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan p.erpajak.an daerah.' .

19. Pemungutan adalah snatu rangkalal-l kegxe}tan mula; dari
penghimpunan data objek dan subjek paja}a:3 penentuan
besarnya pajak yang terutang sampal kegiatan
‘penagiban pajak kepada wajib pajak serta penggwasa?

.. penyetorannya. : - ST L

20. %nseixtif adaylah sistem kom;.)ensasr yang dlbe{lian
kepada SKPD Pengelola Pajak yang -:mepgh?sL ;;E
pendapatan : dan. penerimaan';dae?ah, dm'{ana : Juml
yang diberikan fergantung dari basil yang d'1ca_1pa.1.. t

21. Surat Setoran Pajak Daetah, yang s’elanjutnya dlsmglfi

dengan SSPD, adalah surat yang digunakan.oleh waji



pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati.

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

23. Surat Ketetapap Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya-disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah  surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu

‘dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

. 'Keputusan Keberatan: o | ~

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

. keberatan - atas  surat keberatan terhadap.. surat
pemberitahuan pajak terutang; Surat Ketapan Pajak
' Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak  Daerah Kurang = Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau pemungutan
oleh pibak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang
diajukan oleh wajib pajak.

28. Pembukuan adalah suatu proses pencafatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut. ‘

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan  profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
daerah. o

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menenkan tersangkanya.



'BAB 11
NAMA, OBJEK DANSUBJEK PAJAK

‘Pasal' 2

Dengan Nama Pajak Air Tanah, dikenakan pajak ataé
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

‘ ) Pasal 3

(1) Objek-pajak adalah pengambilan dan/at
air tanah;

(2) Dikecualikan dari obj
pada ayat (1) adalah

a. pengambilan dan/atan peménfaatan air tanah untuk

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian

dan perikanan rakyat, sérta peribadatan; dan
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh
Pe'merintah dan Pemerintah Daerah, ' '

au pemanfaatan

ek péjak sebagaimana dimaksud

Pasal 4
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan

) yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah; ,

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan

: pengambilan dan/atau pemanfaatan air

16

BAB 11X
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR
"PERHITUNGAN PAJAK

Pasal §

(1) Dasar pengenaan tarif pajak adalah Nilai Perolehan Air
Tanah; _ .

(2) Nilai Perolehan Air Tanah ;sebggalmana gllz'naksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam Fll_pl&}’l yang dihitung dgllian
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktqr- or
berikut : _ '

_jenis sumber air;

lokasi sumber air; .
tujuan pengambilan dan/atau pcma:}faatan air; -
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air; dan o
tingkat kerusakan. lingkungan yang d1a.1k1batkan

" oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

O LD o

Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung denggn Zlarg
mengalihkan tarif sebagaimana dn:uaksm} t;la.lamdimz:‘skS ¢
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dalam Pasal 5 ayat (3).

11




BABIV -
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal §
Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa

MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu y
bulan kalender. yang lamanya 1 (satu)

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak melaporkan data subiek i
e p 2 subjek dan objek
2) L__a}p.oran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
| d§151 dengan. jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani o.leh wajib pajak atau kuasanya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari setelah tanggal diteri ]
oleh Subjek Pajak, s 1en¢mya 1apor§ln

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

12

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR
'PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan tarif pajak adalah Nilai Perolehan Air
Tanah;

(2) Nilai Perotehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut :

jenis sumber air;

lokasi surnber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan -

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

o PO O

Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

 Pasal7
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat(3): -

i1



BABIV . .
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa

d BAB V
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang |
bulan kalender. yang lamanya 1 (satu)

Pasal 10

(1y Se‘t;ip Wajib Pajak melaporkan data subjek dan objek
pajax.

(2) prpran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
d}lsz dengan_ jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

3) L.aporan‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
El;_sam%alkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15

ima belas) hari setelah tanggal diterimanya |
oleh Subjek Pajak. SR o

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati. .

12
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g

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD,

BAB VIl :
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan, -
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang
 terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak. '
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan. ’

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota
perhitungan. :

Pasal 13 .

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. o

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian
dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang

13



¥

dlpersamakan sebagaxmana chmaksud dalam Pasal 12
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

. .. -BAB VIII
" INSENTIF PEMUNGUTAN

, Pasal 14

® (I) Instans1 yang melaksanakan pemungutan paJak dapat
diberi insentif atas dasar pericapaian kinerja.
(2) Pemberian insentif sebagannana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan “melali Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

(3) Tata, cara pembénan dan pemanfaatan 1nsent1f.

ddaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

. BABIX . -
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Bupati dapat menerbxtkan STPD _]ll\a D
(1) Pajak dalam tahun beqalan tidak atau kurang d1bayar
(2) Dari hasil “penelitian STPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai a.klbat salah tulis dan/atau salah

hitung,
(3) Wajib- pajak d1kenakan sank31 adm:mstratzf berupa
bunga dan/atan denda.

14

BAB X
"TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan Jumlah pajak yang harus dibayar
bértambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu palmg lama 1 (satu
bulan) sejak tanggal diterbitkan,

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan  dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

- Pasal 17

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

@ Pajak yang terutang ‘berdasarkan SKPD, STPD, Surat
" Keputusan Pembetulan, Surat Keputusdn Keberatan,
dan Putusan Banding, yang. tidak atan kurang bayar
oleh Wajib Pajak pada Waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

135



(3) P_enagihan pajak. dgangail Surat Paksa dilaksanakan
‘berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. '

Pasal 18

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yahg ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu
- yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disétor ke
Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
~ (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal. 19

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17dyat (1)  diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan
buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

, _ Pasal 20
(1) Surat Teguran atau Surat vPeriﬁga_tan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan

penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujub) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

16

(2) Dalam jangka waktu 7 (twjuh) hari setelah tanggal
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang. ' o

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat.

‘Pasal 21

(1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat
Jain yang scjenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan
Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23 -
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal -pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
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| . BAB XU
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan  pengurangan,  keringanan  dan
pembebasan pajak.

(2) Tata- cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati, '

BAB XIIT
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD, atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya  terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung - dan/atau
kekelirvan  penerapan ketentuan tertentn dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. .mengurangkan atau  menghapuskan - sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak
atav bukan karena kesalahannya;

20

b. mengurangkan -atau membatalkan SKPD atau
STPD, atau SKPDLB yang tidak benar ;

c. menguréngkan atau membatalkan STPD;

d. membatatkan hasil pemeriksaan atau keteta}pan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan  ketetapan = pajak  terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan mr?mbayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak

(3) Permohonan pembetulan, pemb'at.alan pengurangan

ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas

SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pad‘fl- ayat .(1)

harus disampaikan sécara tertulis: oleh Wajib PaJak

kepada Bupati, atau pejabat ,selaglb?t-lmbamya 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal chtenn.la SKPD atau

STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

-(4) Bupati atau Pejabat paling lama. 3 (tiga) bulan sejak

surat permohonan sebagaimana -dimaksud"pada ayat

(2) diterima, sudah harus men.:lbenkan keputusan:

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) ‘b_ulan sgbagmrr}ana
dimaksud pada ayat. (4) Bupati atau pejaba’; tidak
memberikan keputusan, permohonan ~pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan Eengt}apusan
atau pengurangan sanksi ' administrasi dianggap
.dikabulkan. i m A

6) Ketentuan lebih lanjut mengenar A car

© pengurangan atau penghapusan sanksi adlmmstre}tlf
dan’ pengurangan atau pembatalan ketetapan . pajak

.. sebagaimana dimaksud' pada ayat (2) -dlatu; dengan

.. Peraturan Bupati Lo -
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(1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari

@)
(3)

Pasal 24

tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Wajib Pajak.

Setelah jadwal pelelangan sebagaimana ayat (1)
ditetapkan, maka pejabat menetapkan lelang.

Tata carg pelelangan diatur oleh ketentuan yang
berlaku.

Pasal 25

- Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.
BAB XI
KEDALUWARSA
Pasal 26
(1) Hak untuk meldkukan penagihan pajak, kedaluwarsa

2

setelah melampaui * jangka waktu 5 (lima) “tahun

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa atau;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
- lahgsung maupun tidak langsung '
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3)

4)

()

M)

@)

&)

Dalamhél diterbitkan surat teguranda.n surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 2,
kedaluwarsa penagihan. . dihitung sejak tanggal

‘penyampaian surat paksa tersebut. -

.

Pengakuan utang pajak secara langsung ‘Sebag_aimaﬁa

dimaksud pada ayat (2), huruf b adalah Wajib Pajak.
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang .pajak dan .belum melunasinya “kepada

‘Pémerintah Daerah, . .

Pengakian utang secard tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuian permohonan angsuran atau  penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh ‘Wajib
Pajak, -

Pasal2l
Piutang paj akc ‘yang tidak mungkm ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan. - L |
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
pajak  Kabupaten ~yang sudah kedaluwarsa
sebagaimiana dimaksud padaayat (1). .. ..
Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupatl.
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© . BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

" Pasal 30

(1) Wapb Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada

Bupati ~ atau‘ pejabat. secara tertulis dengan

menyebutkan sekurang-kurangnya:

a.: nama dan alamat pajak;

b. masa Pajak;

c.. besarnya kelebihan pembayaran pajak

- d. -alasan yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama
- 12 (dva belas). bilan sejak diterimanya permohonan
pengembalian  pembayaran  pajak sebagaimana

~.dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat- . (2) dilampaui, Bupati atau pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian

- kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) langsung dihitung untuk. melunasi

tetlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak .dilakukan

- dalam waktu paling -lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
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3)

4

)

(6)

b. mengurangkan .atau membatalkan SKPD atau
STPD, atau SKPDLB yang tidak benar ;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan  ketetapan = pajak  terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak

Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan

ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas

SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak

kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya -30

(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau

STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak

surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) Bupati atau pejabat tidak

memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi ~administrasi dianggap
dikabulkan. - S : _

Ketentuan  lebih  lanjut mengenai tata cara

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

dan’ pengurangan atau, pembatalan ketetapan . pajak

-+ . sebagaimana dimaksud: pada ayat (2) dlatur dengan

Peraturan Bupatl
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© BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 30

(l) Wajlb Pajak  dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Bupati. atau © - pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:

a.. nama dan alamat pajak;
b. masa Pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak

- d. -alasan yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu palmg lama

.12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian  pembayaran pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan..

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat . (2) dilampaui, Bupati atau pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama

-1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyax utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) langsung dihitung untuk. melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud. -~ ..

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

.. dalam waktu paling :lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajok
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga

‘berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KEBERATAN DAN BANDING
~ Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;

~ b. SKPDLB;
c. Pemotongan atau. pcmungutan oleh pihak ketiga
_berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, .

(2) Permohonan keberatan sebagaunana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara ftertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus digjukan dalam Jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal
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)

(©)

(D

)

®)-

pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan dituar kekuasaannya.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak. .

Keberatan. yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan; '
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui surat pos teicatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 33

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua befas)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya pajak yang terutang,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

g dikabulkan, =~

24

@

M

-+ Pasal 34

Wajib Pajak dapat: mengajukan-permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima,
ditampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut: o _

Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,

'Pas.al 35

© Jika pengajuan keberatan atau permohonan bemding

dikabulkan sebagian "atau  seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak ' bulan:- pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB. :

~ BABXVI
SANKSI ADMINISTRATIF
ERE S A PR S N R A
Pasal 36

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD

' sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan (2)
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ey

3)

(4)

()

)

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling
lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
dan ditagih mélalui STPD.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai . sanksi
administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar

50% (lima puluh persen) sebagaimana yang dimaksud )

pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak  atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan. :

. BABXVID
KETENTUAN PIDANA

_:'Pas‘a'l}37

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak

menyampaikan Japoran atau mengisi dengan tidak

26

@)

(3)

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuvangan
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan  sengaja tidak
menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar. '

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 38

Tindak Pidana di bidang perpajakan tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya -pajak atau berakhimya masa pajak atau
berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Bagian
Tahun Pajak yang bérsangkutan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
- Pasal 39

(1) Pejabat Pegawai ‘_N-egeri ‘Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
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penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

4. menerima, mencari, mengumputkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas; )

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

C. meminta kéterangan dan bahan  bukti orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen.  lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah;

g menyuruh berhenfi, © melarang seseorang .

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawah
sebagaimana dirnaksud pada huruf e;
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h. - memotret seséorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan da‘eral;; o '

i memanggil orang untuk didengar’ k’gtcrgn'gannya
dan diperiksa sebagai tersangka ataulsaks.;;

j. menghentikan penyidikan,;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menumctkhukum yang dapat
dipertanggung jawabkan—.7 ..

(3) Penyidik sebagaimana".{dig;}agsqg\ i;_?ia&i-a. ayat (1)
memberitahukan  dimulainya- . pehyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya 'kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

. (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pgra;ura_x’}',Da.erah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. e
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peratufan
Daerah Nomor 5 Tahun 1998 fentang Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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 Pasal 41

raturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal
rar seuap ' orang menge\ umya, memenntahkan

ndangkan di Sunggmmnasg
la tanggal 10 Januari 2011 = ¢+ - .-

A g ‘\il

VlBdeﬁ\I DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2011 NOMOR 2




